ABSTRAK

Nur Hidayat. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Penetapan
Itsbat Nikah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan
Prospek Pengembangan Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia

Tingginya jumlah permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama di
wilayah hukum PTA Bandar Lampung menunjukkan masih banyaknya perkawinan yang
belum tercatat secara resmi. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim terhadap permohonan
tersebut belum sepenuhnya seragam, sehingga menimbulkan disparitas penetapan, yaitu
sebagian permohonan dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak. Penetapan yang menolak
permohonan itsbat nikah berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan
sebagai istri dan anak. Penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama berdampak
langsung pada hilangnya keabsahan perkawinan secara negara. Hal ini menyebabkan
perempuan kehilangan hak perdata atas nafkah dan harta bersama, sementara anak hanya
mempunyai hubungan hukum dengan ibu serta harus melalui proses penetapan asal-usul
terpisah untuk menuntut hak dari ayah Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum
keluarga Islam yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif,
perlindungan hak perempuan, kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan pertimbangan hakim,
implikasi hukum, kritik hukum terhadap pertimbangan, dan model pengembangan hukum
keluarga Islam di Indonesia yang responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak
dalam perkara itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Penelitian ini berpijak pada 3 teori, teori maqasid al-syari ‘ah sebagai grand theory, teori
keadilan dan teori critic legal system sebagai middle theory, dan teori perlindungan hukum
sebagai Aplied Theory, ketiga teori ini sebagai pisau analisis dalam mengkaji penetapan isbath
nikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan metode
penelitian deskriptif analiltik menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan, observasi, dokumentasi penetapan itsbat nikah, dan wawancara dengan hakim
Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konstruksi hukum dan pertimbangan hakim
dalam penetapan itsbat nikah masih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang
berorientasi pada pembuktian dan pemenuhan persyaratan normatif, sehingga perlindungan
hak-hak perempuan dan anak belum menjadi paradigma utama dalam pertimbangan hukum.
2) Penetapan yang menolak permohonan itsbat nikah berimplikasi pada belum optimalnya
pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan dan anak, terutama terkait kepastian hukum
hubungan keluarga dan akses terhadap hak-hak keperdataan yang bergantung pada pengakuan
hukum atas perkawinan. 3) Dari perspektif keadilan, perlindungan hukum, hak anak, dan
maqasid al-syari‘ah, penelitian ini mengkritik praktik penetapan yang masih menitikberatkan
pada legalitas formal sehingga belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif dan
kemaslahatan. 4) Model Perlindungan Responsif Berbasis Maqasid al-Syari‘ah sebagai model
pengembangan hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan
hak perempuan, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan substantif, dan maqasid al-syari‘ah
dalam pertimbangan hakim perkara itsbat nikah.



ABSTRACT
Nur Hidayat. Protection Of Women's And Children's Rights In Itsbat Nikah
(Marriage Validation) Court Determinations Within The Jurisdiction Of The
Bandar Lampung Religious High Court And Their Prospects For The Development
Of Family Law In Indonesia.

The high volume of petitions for marriage ratification (*itsbat nikah*) filed with Religious
Courts within the jurisdiction of the Bandar Lampung Religious High Court indicates that a
significant number of marriages remain unregistered. In practice, judicial considerations
regarding these petitions lack uniformity, resulting in inconsistent rulings—where some
petitions are granted while others are rejected. Rulings rejecting marriage ratification
petitions have implications for the fulfillment of the civil rights of women (as wives) and
children. Such rejections by Religious Courts directly result in the loss of the marriage's legal
validity in the eyes of the state. Consequently, women lose civil rights regarding maintenance
and marital assets, while children maintain a legal relationship only with their mother and
must undergo a separate legal process to establish paternity in order to claim rights from
their father. Therefore, a reconstruction of Islamic family law is required—one capable of
integrating legal certainty, substantive justice, the protection of women's rights, and the best
interests of the child..

This study aims to analyze the legal construction and judicial reasoning, the legal
implications of itsbat nikah decisions, the legal critique of judicial considerations, and the
model for the development of Islamic family law in Indonesia that is responsive to the
protection of women's and children's rights in itsbat nikah cases within the jurisdiction of the
Bandar Lampung Religious High Court.

This research is grounded in three theoretical frameworks: the theory of Magasid al-
Shart ‘ah as the grand theory; the theory of justice and Critical Legal System Theory as the
middle theories; and the theory of legal protection as the applied theory. These theories serve
as analytical frameworks for examining itsbat nikah decisions.

This study employs a socio-legal research approach—specifically a descriptive-
analytical method—incorporating statutory, conceptual, case-based, and sociological
approaches. Data were gathered through literature reviews, observation, documentation of
marriage ratification (*itsbat nikah*) rulings, and interviews with judges from Religious
Courts within the jurisdiction of the Bandar Lampung High Religious Court.

The findings reveal that: (1) the legal construction and judicial reasoning in itsbat nikah
decisions remain dominated by a legal-formal approach focusing on evidentiary requirements
and compliance with normative legal provisions, so that the protection of women's and
children’s rights has not yet become the primary paradigm of judicial reasoning; (2) decisions
rejecting itsbat nikah petitions adversely affect the fulfillment of the civil rights of women and
children, particularly with respect to legal certainty in family relationships and access to civil
rights that depend upon legal recognition of marriage; (3) from the perspectives of justice,
legal protection, children's rights, and Magasid al-Shari ah, this study criticizes judicial
practices that continue to emphasize formal legality, thereby failing to fully realize substantive
justice and public welfare (maslahah); and (4) this study proposes a Responsive Protection
Model Based on Magasid al-Shari‘ah as a model for the development of Islamic family law
that integrates legal certainty, the protection of women's rights, the best interests of the child.
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